
BUPATI BARRU

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR ̂ 0 TAHUN2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

SETIAP DESA DI KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Deaa yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanjft

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (ontAng

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati

menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barru

tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana

Desa Setiap Desa di Kabupaten Barru Tahun Anggaran

2021;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Taimn 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah
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diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4250);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6570);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 41);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah di ubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 220);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
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13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1641);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2020

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah

Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 8);

16. Peraturan Bupati Barru Nomor 45 Tahun 2020 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah

Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN

DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI

KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.

3. Bupati adalah Bupati Barru.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain

dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam

Negeri.

8. Indeks Kesulitan Geografis yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah

angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa

berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur,

transfortasi dan komunikasi.

9. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya

disingkat KPA BUN adalah satuan keija pada masing-masing PPA BUN

balk dikantor Pusat maupun Kantor Daerah atau satuan keija di

kemetrian Negara/Lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri

Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab

pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.

10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat

KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang

memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan

Sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

12. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah

rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri

Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh

penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank

Sentral.

13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah

rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh

Gubemur, Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan

membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening

tempat penyimpanan ueing Pemerintahan Desa yang menampung seluruh

penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada

bank umum yang ditetapkan.

15. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah

pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa
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yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi

akibat adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

BAB II

JUMLAH DESA

Pasal 2

Jumlah desa diwilayah Kabupaten Barru sebanyak 40 (empat puluh) desa

yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan yaitu:

a. Kecamatan Tanete Riaja terdiri dari 6 (enam) desa yaitu;

1. Desa Harapan;

2. Desa Lompo Tengah;

3. Desa Kading;

4. Desa Libureng;

5. Desa Mattirowalie; dan

6. Desa Lempang.

b. Kecamatan Tanete Rilau terdiri dari 8 (delapan) desa yaitu:

1. Desa Pancana;

2. Desa Lalabata;

3. Desa Corawali;

4. Desa Pao-Pao;

5. Desa Tellumpanua;

6. Desa Lipukasi;

7. Desa Garessi; dan

8. Desa Lasitae.

c. Kecamatan Barru terdiri dari 5 (lima) desa yaitu:

1. Desa Palakka;

2. DesaTompo;

3. Desa Anabanua;

4. Desa Galung; dan

5. Desa Siawung

d. Kecamatan Soppeng Riaja terdiri dari 5 (lima) desa yaitu:

1. Desa Lawallu;

2. Desa Paccekke;

3. Desa Ajakkang;

4. Desa Siddo; dan

5. Desa Batupute.
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e. Kecamatan Mallusetasi terdiri dari 5 (lima) desa yaitu:

1. Desa Cilellang;

2. Desa Manuba;

3. Desa Nepo;

4. Desa Kupa; dan

5. Desa Bojo.

f. Kecamatan Pujananting terdiri dari 6 (enam) desa yaitu;

1. Desa Pujananting;

2. Desa Gattareng;

3. Desa Pattappa;

4. Desa Jangan-Jangan;

5. Desa Bulo-Bulo; dan

6. Desa Bacu-Bacu.

g. Kecamatan Balusu terdiri dari 5 (lima) desa yaitu:

1. Desa Balusu;

2. Desa Lampoko;

3. Desa Kamiri;

4. Desa Madello; dan

5. Desa Binuang

BAB III

TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 3

Perhitungan rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2021,

dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar setiap Desa;

b. Alokasi Afirmasi setiap Desa;

c. Alokasi Kineija setiap Desa; dan

d. Alokasi Formula setiap Desa.

Pasal 4

(1) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf a, ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk.

(2) Daftar Desa Penerima dan besaran Alokasi Dasar setiap Desa berdasarkan

penyampaian dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan
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Pasal 5

(1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf b, dihitung sesuai dengan menggunakan rumus:

AA Desa = (0,01 x DD) / {(2 x DST) + (1 x DT)}

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = Pagu Dana Desa Nasional

DST = Jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah

penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa tertinggal yang meniliki jumlah penduduk

miskin tinggi

(2) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada

Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah

penduduk miskin tinggi.

(3) Daftar Desa Penerima dan besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa

berdasarkan penyampaian Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan.

Pasal 6

(1) Besaran Alokasi Kineija setiap Desa Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pased 3 huruf b, dihitung dengan menggunakan rumus :

AK Desa = (0,03 x DD) / (0,1 x Jumlah Desa)

Keterangan :

AK Desa = Alokasi Kineija setiap desa

DD = Pagu Dana Desa Nasional

Jumlah Desa = Jumlah desa nasional

(2) Alokasi Kineija setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

kepada Desa dengan penilian kineija terbaik.

(3) Daftar Desa Penerima dan besaran Alokasi Kineija setiap Desa

berdasarkan penyampaian Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan.

Pasal 7

(1) Besaran Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 huruf d dihitung dengan bobot data penghitungan:

a. 10 % (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;

b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;

c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
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d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geogralis

(2) Besaran Alokasi Formula setiap desa sebagaiman dimaksud pada ayat (1)

dihitung dengan menggunakan rumus :

AF Desa = {(0,01 x Zl) + (0,40 x Z2) + (0,20 x Z3) + (0,30 x Z4)} x

AF Kab/Kota

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Zl = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total

penduduk Desa.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total

penduduk miskin Desa.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah

Desa.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa.

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten.

(3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), masing-masing ditunjukan oleh jumlah penduduk

miskin Desa dan IKG Desa.

(4) Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berdasarkan data penghitungan mutakhir.

(5) Data penghitungan mutakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

berdasarkan data yang bersumber dari Instansi Pemerintah dan/atau

Perangkat Daerah teknis.

BAB IV

PENBTAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barru Tahun

Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
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(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

melalui pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil

pemotongan Dana Desa ke RKD.

(3) Pemotongan Dana Desa setiap Kabupaten Barru dan penyaluran Dana

Hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa

dari Bupati.

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan;

a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa

setiap Desa, dengan rincian:

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa

dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu

sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai

dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan

kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk

bulan kedua sampai dengan bulan kelima.

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa

setiap Desa, dengan rincian:

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa

dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam

sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai

dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan

Keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk

bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.

c. tahap 111 sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap

Desa, dengan rincian;

1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa

dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keseblas

sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai

dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk

bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan

kedua belas.



(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa

berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan

ketentuan:

a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap

Desa dengan rincian:

1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa

dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu

sampai dengan bulein ketujuh paling cepat bulan Januari; dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai

dengan bulan ketujuh belas paling cepat bulan Januari untuk

bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan

untuk bulan kedua sampai bulan ketujuh.

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa

setiap Desa dengan rincian:

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa

dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan

sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan

2. Kebutuhan Data Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai

dengan bulan kedua belas paing cepat bulan Agustus untuk bulein

kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan

untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta

paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.

(6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status

Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh

Kementeria Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

dalam Indeks Desa.

Pasal 10

(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4)

dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan

penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:

a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;

b. tahap II berupa :

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa

tahun anggaran sebelumnya;

2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa

tahap 1 menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling
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sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian

keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh

lima persen) dari Dana Desa tahap 1 yang telah disalurkan;

3. Peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima

manfEiat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai

penetapan tidak terdapat kelusirga penerima manfaat BLT Desa;

dan

4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa

Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di

RKD antara pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

c. tahap III berupa:

1. Baporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa

sampeii dengan tahap II menunjukkan rata-tata realisasi

penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen)

dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit

sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap II

yang telah disalurkan; dan

2. Baporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun

anggaran sebelumnya.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5)

dilaksanakan setelah Kepeda Desa menyampaikan dokumen persyaratan

penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:

a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes; dan

b. tahap II berupa:

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaisin keluaran Dana Desa

tahun anggaran sebelumnya;

2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa

tahap 1 menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar

50% (Lima puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan

paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa

yang telah disalurkan;

3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun

anggaran sebelumnya;

4. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan kelu£irga penerima

manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai

penetapan tidak terdapat keluatga penerima manfaat BLT Desa;

dan



5. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa

Tahun Anggaran 2015 seunpai dengan Tahun Anggaran 2018 di

RKD antara pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

(3) Dalam hal Desa tidsik melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020

selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratsin sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penysiluran Dana Desa tahap

II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa

peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima

manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup

anggaran per bulannya.

(4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2

dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan

rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.

(5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka

1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi

data bideing, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran,

cara pengadaan, dan capaian keluaran.

(6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum

memenuhi input data, Kepala Desa menyampaikan perubsdian table

referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutahiran.

(7) Perubahsin tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu

pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dedam Negeri.

Pasal 11

(1) Dalam rgingka penyaluran Dana Desa tahap 1 untuk kebutuhan BLT Desa

bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan:

a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat

(1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima

manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk

penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati;

dan

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima

masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan

data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya

kepada Bupati.

1



(2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud

dalEim Pasal 9 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai

dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah kepala

Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat

bulan sebelumnya kepada Bupati.

(3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulsm kesebelas sampai

dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah

kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima

manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

(4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima

manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga

bulan Desember.

(5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah

keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya

atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun

berkenaan.

(6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai

penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 3, kepala Desa menyampaikan

perubahan peraturan kepala desa dimaksud kepada Bupati paling lambat

minggu ketiga bulan Desember.

(7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah

keluarga penerima msinfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 12

(1) Dalam rangka penyaluran Daina Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa

mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan

ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a angka 2

kepala Desa memenuhi ketentuan:

a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a

dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap

bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran

Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan

ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa

y



menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat

bulan sebelumnya kepada Bupati.

(2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai

dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5)

huruf b angka 2 untuk masing-masing bulan disalurkan setelah kepala

Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat

bulan sebelumnya kepada bupati.

(3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima

manfaat BLT Desa bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri

kepada bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

(4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga

penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil

pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun

berkenaan.

(5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai

penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 4, kepala desa menyampaikan

perubahan peraturan kepala desa dimaksud kepada bupati paling

lambat minggu ketiga bulan Desember.

(6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah

keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2).

BAB VI

PRIORITAS PBNGGUNAAN DANA DESA

Pasal 13

(1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi

dan pengembangan sektor prioritas di Desa.

(2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring

pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil

dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa

melalui Badan Usaha Mdik Desa.

(3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya

pertanian, petemakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan

perbaikan fasilitas kesehatan.



(4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT

Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.

(5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

(6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 14

(1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksansikan BLT Desa

sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4).

(2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada

keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai

berikut:

a. KeluEirga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa

bersangkutan; dein

b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH),

Kartu Sembako, Kartu Pra Keija, Bantuan Sosial Tunai, dan program

bantuari sosial Pemerintah lainnya.

(3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk

kebutuhan Pembelian pupuk.

(4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berdasarkan kelompok pekeijaan ditetapkan dengan peraturan kepala

Desa.

(5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaiman dimaksud

pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

(DTKS) dari Kementerian Sosial.

(6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama

sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

(7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.

(8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan

kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 ayat (1) huruf a,

pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya
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menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap

bulan.

(9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan

kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 layat (1) huruf a dan Pasal 12 ayat (1) huruf a, selisih lebih

Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan

pemulihEin ekonomi lainnya di Desa.

(10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan

kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT

Desa.

(11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data

keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 15

(1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis

yang ditetapkan oleh bupati.

(2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamaksin secara

swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan

diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga keija dari masyarakat

Desa setempat.

Pasal 16

(1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak

termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud

daleim Pasal 13 ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.

(2) Dalam memberikan persetujusin sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang

menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) telah

terpenuhi.

(3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada

saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.
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Pasal 17

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk

pelsiksanaan BLT Desa.

(2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian

kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen

persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.

(3) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan KPA Penyaluran Dana

Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah

Desa.

(4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas

penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan masing-masing.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau

b. capaian keluaran Dana Desa.

(2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan

kepada Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.

(3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana

Desa sebagaimema dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan

pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang

akan direkam dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan

dan An^aran Negara (OM SPAN).

(4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat

meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan

pemeriksaan.

BAB vra

SANKSI

Pasal 19

(1) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum

penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepeda Desa.
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(2) Dalam hal kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka Bupati

menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa

kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan.

(3) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada

Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan kepada Bupati.

Pasal 20

(1) Dana Desa yang diberhentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 ayat (3), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.

(2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 ayat (3), berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada

tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana

Desa.

(3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian

penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat 30 Juni tahun anggaran

beijalan.

(4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat

pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka,

dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 21

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa seletma 9

(sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi

pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa

yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.

(2) Penyaluran Dana Desa tahap 11 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.

(3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa

khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima

manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup

anggaran setiap bulannya.
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(4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang

diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

(5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam

aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

(OM SPAN).

Pasal 22

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12

(dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan

Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan

disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.

(2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa

khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima

manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.

(3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang

diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan

oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi

Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi Online Monitoring Sistem

Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat

penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

(1) Rekonsiliasi sisa dana di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan

Tahun Anggaran 2018 antara Bupati dan kepala Desa dilakukan paling

lambat tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara

Rekonsiliasi.

(2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

kepala Desa menyetorkan sisa dana ke RKUD paling lambat tanggal 30

April 2021.
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BABX

PENUTUP

Pasai 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Barru Nomor

17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana

Desa Setiap Desa di Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah

Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAf- kOORDINASI

7

OUflili liUiLJc.).)!

Ditetapkan di Barru

pada tanggal, So Desember 2020

^BUMTI BARRU, ̂

(h-.
L SUA^DI SALEH

Diundangkan di Barru

pada tanggal, Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

1

y
ABUSTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2020 NOMOR
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LAMPIRAN : PBRATURAN BUPATI BARRU

NOMOR : ̂6 TAHUN 2020

TANGGAL : ̂ Desember 2020

RINCIAN DANA DB8A UNTUK SBTIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

NO
KBCAMATAN DAN

DBSA

ALOKAS1DA8AR

CRp)

ALOKASI

KINBRJA (Rp)

ALOKASI FORMULA

(Rp)

PAGU ANGGARAN

(Rp)

1 2 3 4 5
6

I TANBTB RIAJA

1 Desa Harapan 641,574,000 _ 1,101,873,000 1,743,447,000

2 Desa Lompo Tengah 641,574,000 _ 486,742,000 1,128,316,000

3 Desa Kading 641,574,000 288,153,000 559,829,000 1,489,556,000

4 Desa Libureng 641,574,000 _ 570,009,000 1,211,583,000

5 Desa MattirowaliE 641,574,000 775,149,000 1,416,723,000

6 Desa Lempang 641,574,000 601,858,000 1,243,432,000

n TANBTB RILAU

1 Desa Pancana 641,574,000 _ 711,135,000 1,352,709,000

2 Desa Lalabata 641,574,000 _ 815,899,000 1,457,473,000

3 Desa Corawali 641,574,000 542,134,000 1,183,708,000

4 Desa Pao-Pao 641,574,000 _ 496,554,000 1,138,128,000

5 Desa Tellumpanu{ 641,574,000 573,424,000 1,214,998,000

6 Desa Lipukasi 641,574,000 709,873,000 1,351,447,000

7 Desa Garessi 641,574,000 _ 465,471,000 1,107,045,000

8 Desa LasitaE 641,574,000 545,516,000 1,187,090,000

m BARRU

1 Desa Palakka 641,574,000 656,471,000 1,298,045,000

2 Desa Tempo 641,574,000 _ 592,191,000 1,233,765,000

3 Desa Anabanua 641,574,000 _ 665,210,000 1,306,784,000

4 Desa Galung 641,574,000 _ 596,123,000 1,237,697,000

5 Desa Siawung 641,574,000 _ 714,489,000 1,356,063,000

IV SOPPBNG RIAJA

1 Desa Lawallu 641,574,000 _ 451,682,000 1,093,256,000

2 Desa Paccekke 561,574,000 483,602,000 1,045,176,000

3 Desa Ajakkang 641,574,000 _ 571,454,000 1,213,028,000

4 Desa Siddo 641,574,000 _ 537,406,000 1,178,980,000

5 Desa Batu Pute 641,574,000 - 590,983,000 1,232,557,000
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NO
KSCAMATAN DAN

DESA

ALOKASI DASAR

(Rp)

ALOKASI

KINBRJA (Rp)

ALOKASI FORMULA

(Rp)

PAGU ANGGARAN

(Rp)

1 2 3 4 5
6

V MALLUSETASI

1 Desa Cilellang 641,574,000 561,670,000 1,203,244,000

2 Desa Manuba 641,574,000 _ 720,592,000 1,362,166.000

3 Desa Nepo 641,574,000 _ 1,302,802,000 1,944,376,000

4 Desa Kupa 641,574,000 _ 546,906,000 1,188,480,000

5 Desa Bojo 641,574,000 288,153,000 619,253,000 1,548,980,000

VI PUJANANTING

1 Desa Pujananting 641,574,000 950,290,000 1,591,864,000

2 Desa Gattareng 641,574,000 288,153,000 883,365,000 1,813,092,000

3 Desa Pattappa 641,574,000 288,153,000 734,499,000 1,664,226,000

4 Desa Janganjangan 641,574,000 736,288,000 1,377,862,000

5 Desa Bulo - Bulo 641,574,000 1,034,153,000 1,675,727,000

6 Desa Bacu - Bacu 641,574,000 674,300,000 1,315,874,000

VII BALU8U

1 Desa Baiusu 641,574,000 _ 512,480,000 1,154,054,000

2 Desa Lampoko 641,574,000 _ 473,326,000 1,114,900,000

3 Desa Kamiri 641,574,000 831,224,000 1,472,798,000

4 Desa Madello 641,574,000 630,330,000 1,271,904,000

5 Desa Binuang 641,574,000 -
515,214,000 1,156,788,000

JUMLAH 25,582,960,000 1,152,612,000 26,541,769,000 53,277,341,000
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